PERATURAN DAERAH
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 6 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA
TENGGARA TIMUR NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSH

Menimbang

Mengingat

o1

TEMPAT PENGINAPAN / PESANGGRAHAN / VILLA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

. a. bahwa sehubungan dengan semakin meningkatnya tuntutan

pelayanan pada Penginapan / Pesanggrahan/ Villa dan biaya
operasional yang semakin meningkat, maka tarif retribus
Tempat Penginapan / Pasanggrahan / Villa sebagaimana
diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Penglnapan /

‘Pesanggrahan / Villa periu diubah:;

bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, maka
periu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara
Timur tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah
Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Vilia.

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);



. Undang-Undang Nomor 9  Tahun 1980  tenlang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 199C Nomor 78
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daeran
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4048),

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran WNegara Tahun 2004 Nomor 125
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996‘tentang
Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun

1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3658);

. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis
dan . Penyetoran Penerimaaan Negara Bukan Pajak
(Lembaran Negara Tahun 19897 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3694), Sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1897
tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan
Pajak (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 85 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3760);

. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3942);
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Menetapkan

10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139},

11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat | Nusa Tenggara
Timur Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat
PenginapanfPesanggrahanfVilla {Lembaran Daerah Tahun
1999 Nomor 213 Seri B Nomor 005);

12.Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6
Tahun 2000 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan
Keputusan Gubernur (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor
264 Seri D Nomor 264);

13.Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3
Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) d:
Lingkungan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 085 Seri D Nomor
095),

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA
ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA
TIMUR NOMOR § TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI
TEMPAT PENGINAPAN /PESANGGRAHAN /VILLA.

Pasal |

Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa sebagaimana diundangkan
dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 1999 Nemor 313
Seri B Nomor 005, diubah sebagai berikut :

Pasal 8 diubah dan dibaca sebagai berikut :

(1) Struktur tarf digolongkan berdasarkan jenis tempat penginapan, kelas dan
jangka waktu pamakaian.
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(2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayzt (1) ditetapkan s2hagal
berikut :

a. Penginapan :

1. Kamar Kefas | Rp. 75.000,- / hari / orang
2. Kamar Kelas il Rp. 60.000,- / hari / orang
3. Kamar Kelas (Il Rp. 50.000.- / hari / orang

b. Pesanggrahan:

1. Untuk Mahasiswa Rp. 150.000.- / bulan / orang
2. Untuk pemakai jasa lainnya  Rp. 35.00C,- / hari / orang

Pasal It
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggat diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propins:

Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 1 Juii 2005

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PIET ALEXANDER TALLO

Diundangkan di Kupang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI




PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 6 TAHUN 2005
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 5 TAHUN 1899
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA
{. PENJELASAN UMUM :

Bahwa Aset-aset Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur khususnya
Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, periu dibenahi baik secara fisik
maupun tingkat pelayanannya.

Bahwa tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vilia tersebut
diatas tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan harga pasar saat
ini, sehingga perlu disesuaikan.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka periu menetabkan
Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang Perubahan Pertama
Atas Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 199%
tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa.

i PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :
Pasali : Cukup jelas.

Pasal il : Cukup jelas.



